BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data pada bab terdahulu dapat disampaikan

kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1.

Ada pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Madiun.

. Ada pengaruh aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Madiun.

Ada pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Madiun.

Ada pengaruh simultan variabel Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas
Laporan Keuangan dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap
Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur

ilmiah, namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:
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1. Jumlah sampel yang terbatas hanya pada OPD Kabupaten Madiun saja,
diharapkan pada penelitian lanjutan menambahkan jumlah obyek yang
diteliti.

2. Variabel aksesibilitas hanya terbatas pada satu stakeholder saja yaitu
pegawai Pemerintah Kabupaten Madiun.

3. Indikator aksesibilitas hampir sama dengan indikator transparansi laporan
keuangan.

4. Penelitian ini  memiliki hasil uji determinasi menunjukkan 91,2%
sedangkan 8,8% lainnya dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak

termasuk dalam penelitian.

C. Saran
Saran yang dapat diberikan terkait dengan hasil penelitian adalah
sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Kabupaten Madiun
Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas yang efektif, pemerintah
dapat menggunakan berbagai media untuk mempublikasikan laporan
keuangannya dan/atau menggunakan forum persewaan sehingga
memudahkan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Bagi peneliti yang akan datang
a. Penelitian berikutnya hendaknya dapat dikembangkan dengan menam-
bahkan obyek tempat penelitian contohnya Pemerintah Daerah Kota

dan Kabupaten se Jawa Timur.



b.
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Diharapkan peneliti selanjutnya menambahkan sampel stakeholder
laporan keuangan daerah, contohnya masyarakat.

Peneliti berikutnya dapat menambahkan indikator dari penelitian yang
lain, sehingga tidak terjadi lagi adanya kemiripan indikator pada
variabel.

Penelitiaan berikutnya dapat menambahkan variabel lain yang mem-
punyai pengaruh kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan
keuangan, misalnya variabel penyusunan anggaran dan value for

money.
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